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ABSTRAK

Yunus Mohamad. S310208236. Implementasi Tugas dan Wewenang Pemerintah
Desa Di Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato Berdasarkan Ketentuan

Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Tugas dan
Wewenang Pemerintah Desa Di Kecamatan Paguat Kabupaten  Pohuwato
Berdasarkan Ketentuan Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah serta untuk'mengetahui kendala-kendala yang dihadapi aparat
pemerintah desa Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dalam melaksanakan tugas
dan wewenang tersebut.

Penelitian ini adalah peneclitian non doktrinal yang bersifat deskriptif
kualitatif sebagai makna-makna simbolik para pelaku sosial yang tampak dalam
interaksi mereka (hukum yang.ada di benak manusia). Penelitian yang mengambil
lokasi penelitian di Kecamatan Paguat Kabupaten PohuwatosData dalam penelitian
ini terdiri atas data primer dan.data sekunder. Data. tersebut diambil dari berbagai
bahan hukum yang berbentuk dokumen, arsip, dan berbagai literatur. Pengumpulan
data diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang
pemerintah desa belum optimal yang ditandai dengam belum adanya suatu produk
kebijakan desa yang dihasilkan, anggaran desa belum pernahrdibahas bersama-sama
dengan BPD serta belum adanya suatu kerjasama antar desa. Kendala-kendala yang
dihadapi oleh aparat pemerintah desa adalah keterbatasan SDM desa, keterbatasan
anggaran, minimnya sarana dan prasarana serta rendahnya partisipasi masyarakat.



ABSTRACT

Yunus Mohamad. S310208236. An Implementation of task and competency of

rural government at Paguat District Pohuwato Regency in accordance with
Article 206, Act No. 32/2004 Regarding Local Government.

This research aims to knéw the implementation of fask and competency of
rural government at Paguat District Pohuwato Regency in aecordance with article
206, Act No. 32/2004 Regarding Lecal Government. And also, to know the
constraints which is faced in implémenting those task and competence.

This research is a non-doctrinal deseriptive qualitative as a symbolic
meanings of social behavior of theéir interaction. This research is located in Paguat
District Pohuwato Regency. The data of this rescarch is contained of'a primary and
secondary which were taken from many legal drafts such as, documents, archives,
and literatures. The data was collected by doing interviews. ebservations and library
research.

The result of the research indicated that the implementation of the task and
competency of rural government atsPaguat District"Pohuwato Regency was not
optimally applied. These could be viewed on, no_pelicies tosproducing a rural
regulation, rural fund had not been discussed with rural eonsultative assemble (badan
Permusyawaratan desa), and ne inter tural collaboration with supporting a
progression of rural development. In implementing those task and competence, the
rural government were faced constrains such as, limited human resources, funds,
facilities, and people participations.



